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ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negakanhudimana
kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur sagalangan antar individu
atau perorangan dan individu dengan kelompok atyarakat maupun individu
dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjanpadtan, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dadiken. Dalam mewujudkan
hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Sal&h aat bukti tersebut dapat
berupa akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkarangidemerupakan alat
bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilamnpsirna. Nilai
kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapinerlukan dukungan alat
bukti lain berupa akta notaris. Namun notaris tigaé&njamin bahwa apa yang
dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benarsatdu kebenaran. Notaris
yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tyghatannya dapat
diterapkan beberapa sanksi diantaranya sanksi Astmaitif, sanksi perdata,
sanksi pidana dan sanksi Kode Etik. Penerapan isdaefsebut tidak dapat
dilakukan secara bersama-sama, oleh karena sarksidersebut berdiri sendiri
yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberike@wenangan untuk
menjatuhkan sanksi tersebut.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah menggunaknetode
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridisgyarempergunakan sumber
data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagaturan perundang-
undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungatans, al-Qur'an hadist,
buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai koseldan relevan dengan
permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa patuk melakukan
penelitian Bagaimana tinjauan hukum Positif teripaBamalsuan Akta Otentik
yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum Peradri dan bagaimana
pandangan Hukum Islam terhadap Pemalsuan terdébmitidian apa sanksi dari
pelaku pemalsuan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bépaditinjau dari aspek
Hukum Positif, praktik Pemalsuan Akta Otentik dibagenjadi dua sub poin,
pertama pertanggungjawaban pidana tersebut dilimpahkan adep para
pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat mengg unsur yang
bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini sesmgath ketentuan pidana
dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayaK@jua, pertanggungjawaban
pidana Pemalsuan Akta Otentik dilimpahkan kepadaam$o apabila Notaris
membuat surat atau akta palsu, atau memalsukanesaueakta berdasarkan pasal
263 jo 264 KUHP. Jika di tinjau dari Hukum Islamnffdsuan Akta Otentik sudah
terjadi sejak zaman Nabi dan sahabatnya dan pertetsebutpun dapat sanksi
pidana berupa cambukan/penyiksaan dan penjara kemuymngasingan, hal
tersebut dilakukan karena dapat mendatangkan lerugada pihak lain serta
termasuk dalam golongan perbuatan dosa besar.

Kata Kunci: pemalsuan, akta otentik, notaris.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitiam menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama MeAgama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl No. 150 Tahun 1987 Nian05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

J alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba b be

< ta‘ t te

< sa S es (dengan titik di atas)
d jim i je

z ha* h ha (dengan titik di bawah
c kha‘ kh ka dan ha

2 dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
D ra r er

J zai z zet

o sin s es

o syin sy es dan ye
o= sad s es (dengan titik di bawah
o= dad d de (dengan titik di bawah
Lk ta t te (dengan titik di bawah)
L za* z zet (dengan titik di bawah
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas

vi



¢ gain g -
s fa f -
) qaf q -
< kaf k -
J lam 1 -
e mim m -
J nun n -
3 wawu w -
A ha -
s hamzah ’ apostrof
¢ ya’ y -

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

(e Muta’aqqgidain

Bac ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata
a. Bila mati ditulis

i Hibah

EEREN Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

4t} dans Ni’matullah

Ohill 385 Zakatulfitri
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4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
. Fathah a A
Kasrah i I
- Dammah u u

5. Vokal Panjang
a. Fathah dan alif ditulis a

Llala  Jahiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a
(= Yas’a

c. Kasrah dan ya mati ditulis i
e Majid

d. Dammah dan wawu mati u

=% )5 Furud

6. Vokal-vokal Rangkap
a. Fathah danya mati ditulis ai

AR Bainakum

b. Fathah danwawu mati au

Js8 Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostr of
aiill A’antum
AS5 Y Lain syakartum
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8.

9.

10.

Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
oAl Al-Qur'an
@l Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengdakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkauaftai-nya.

elad) As-sama’

ol Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitalak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®ginaan seperti yang
berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digumakantuk menuliskan

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bima diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huapitd tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.
oas Al 6 Zawi al-furud
Al Ja) Ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negakanhuwlimana
kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukesha hukum
mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerimialaukum adalah
perlindungan kepentingan manusia. Ketertiban dammi@man dalam
masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap @lagmasyarakat mentaati
peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalasyarekat itu. Peraturan-
peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yanguasa dalam masyarakat
itu yang disebut pemerintah. Segala peraturan{pemattentang pelanggaran
(overtredingely, kejahatan rfisdrijeven dan sebagainya diatur dalam satu
kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-ugdilukum Pidana
yang disingkat “KUHP”

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentangnggéran-
pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap keg&mtumum, perbuatan
mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatierfiaan atau
siksaan.

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingamuialah:

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperdranefgmbaga-
lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri,angnthdang

peraturan pemerintah, dan sebagainya.



2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa/ragduh, kemerdekaan,
kehormatan dan hak milik harta/berlda.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir Awdabh:

P I N P N DI e R e L B TR
2,215

Hukum mengatur segala hubungan antar individu pgsarangan dan
individu dengan kelompok atau masyarakat maupunivithd dengan
pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastiatertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran daadilen. Kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antaira bahwa lalu lintas
hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adatgtabukti yang
menentukan dengan jelas hak dan kewajiban sesesetagai subyek hukum
dalam masyarakat. Tuntutan terhadap perlindung&anrhuwalam kehidupan
masyarakat salah satunya tercermin dalam laluslitakum pembuktian,
yaitu perlunya akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkarangidenerupakan
alat bukti yang sah menurut undang-undang dan laesgmpurna. Namun
nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendigtapi memerlukan

dukungan alat bukti lain, sehingga alat bukti sbextipa akta notaris. Namun

! Kansil, Pengantar Iimu Hukum Dan Tata Hukum Indonggilakarta: Balai Pustaka,
1986). him. 257

2Makrus Munajat,Dekonstruksi Hukum Pidana IslaniYogyakarta: Logung Pustaka,
2004). him. 2



notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakeah penghadap tersebut
adalah benar atau suatu kebendran.

Seperti dalam suatu kasus, pada suatu hari A d&@ngtaris dengan
membawa surat pendirian CV, dimana A (Direktur) dan(Komanditer)
adalah pendiri CV. A datang minta dibuatkan peralbahnggaran dasar CV
bahwa CV tersebut ada perubahan pengurus, dimaaapewdgurus yang
keluar dan ada pengurus yang masuk, A mengatakamnabB ingin keluar
dari CV tersebut dan digantikan oleh C, namun B satuk datang ke kantor
notaris, maka notaris memberikan saran harus adad lsuasa dari B dengan
A (yang menerangkan bahwa B memberi kuasa sepealtepada A untuk
menghadap dan menandatangani akta perubahan ADSe¥glah mendapat
surat kuasa dari B, maka notaris membuat akta pharb AD CV (dasar
aktanya adalah surat kuasa tersebut yang telamddi@ngani B dan
bermaterai cukup) suatu ketika B melapor ke kemwlidoahwa dia tidak
pernah membuat surat kuasa dan menandatanganksasat tersebuit.

Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang natemnisiliki sarana
kelembagaan yang seharusnya selalu dipatuhi, ¥atle Etik dan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notselsagai pedoman
dengan rambu-rambu yang mengatur. Kode Etik Notagsupakan kaidah
moral yang penting dan perlu bagi notaris, makaeK&dik tersebut wajib

diterapkan oleh para notaris di dalam dan di lugas$ jabatannya.

Slka Handa YaniKedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat BuktiabalProses
Penyidikan (Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya020Im 11.

“Ibid., him. 13



Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalamjatankan
tugas jabatannya dapat diterapkan beberapa sanéstanya sanksi
administratif, sanksi perdata, sanksi pidana daksaode Etik. Penerapan
sanksi tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamma, oleh karena
sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapatuthkan oleh instansi yang
diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksiliatse

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitasaeperiu untuk
melakukan penelitian “Tindak Pidana Pemalsuan Abktentik Oleh Notaris

Dalam Perspektif Kriminologi Islam”.

B. Pokok Masalah
1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap prakeéknplsuan akta
otentik yang dibuat oleh notaris?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsikéen @tentik

yang dibuat oleh notaris?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini, menganalisa tentamglak pidana
terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan rodéduris, yaitu:
a. Mendeskripsikan status hukum Islam terhadap peraalaita otentik

yang di buat oleh notaris.



b. Mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai umk Islam

terhadap pemalsuan akta otentik tinjauan dalamifkoalogi Islam.
2. Kegunaan Penelitian

a. Secara ilmiah, hasil penelitian dapat memberikanksing pemikiran
secara teoritik, dalam rangka perkembangan ilmuggmuan di
bidang Hukum.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan alamemberikan
kontribusi bagi para pembaca dan dapat menjadi nacd@am

penyelesaian kasus pemalsuan akta otentik.

D. Tinjauan Pustaka

Ima Erlie Yuana dalam tesisnya tentafignggung Jawab Notaris
Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Maibgatnya Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang fmibaNotaris
peneliti menggambarkan bahwa notaris sebagai pejalaum openbaar
ambtenaay yang berwenang membuat akta otentik dapat dibdbaggung
jawab atas perbuatannya sehubungan dengan peksadalam membuat
akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawabgarisameliputi kebenaran
materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggawab notaris selaku
pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaranriimadéedakan
menjadi empat poin, yakni:
1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadapn&etre materiil

terhadap akta yang dibuatnya;



2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap &edremateriil dalam
akta yang dibuatnya;

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatéaris (UUJN)
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang digaatn

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasgabga berdasarkan
kode etik notaris.

Nina Tania Rahayu dalam tesisnya yang berjiRiiherapan Sanksi
Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat UmBahwa notaris yang ruang
lingkup kewenangannya di bidang hukum perdata kdaterlepas dari sanksi
pidana, selain sanksi administrasi yang telah disebelumnya dalam
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabataarisl dan sanksi
perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hykdana dengan dakwaan
pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnyaapietampai saat ini
banyaknya Notaris yang tidak mengetahui atau memiasanksi-sanksi yang
akan mereka hadapi dalam kewenangannya membuabtakiiik, khususnya
sanksi pidana karena peraturan perundang-undangag ynengaturnya
kurang jela$.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunydembaga Kenotariatan

Indonesia, Perspektif Hukum dan Etikeemaparkan bahwa bagi notaris yang

°Irma Erlie Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabata
Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undangdang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pas@@na Universitas
Diponegoro, 2010). him 130

®Nina Tania RahayuPenerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebaggbge
Umum,(Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Sulajister Kenotariatan Depok, Juni
—2010). him 7



melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehorma&kdordinasi dengan
Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaas pélanggaran
tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelan@, sanksi yang
dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indor(édid), yang melakukan
pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran;

2. Peringatan;

3. Skorsing(pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan

4. Onzetting(pemecatan) dari keanggotaan Perkumpllan.

Pada skripsi ini memiliki perbedaan dengan pappeparan yang
telah disebut di atas, peneliti meneliti tentangdék Pidana Pemalsuan Akta
Otentik Oleh Notaris Perspektif Hukum Islam, dalsknipsi ini peneliti lebih
memfokuskan pada kekuatan hukum akta otentik yamgatoleh notaris dan
tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan akta &teygng di buat oleh

notaris tersebut.

E. Kerangka Teoritik
1. Tindak Pidana
Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukuripaas-
asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan:
“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan praaigingkah laku

orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkasagunya tujuan
dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahlmgiaa tata tertib

"Abdul Ghofur Anshorilembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Btka
(Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 70.



dalam masyarakaf’. Usman Simanjuntak, dalam bukunya “Teknik
Pemeliharaan dan Upaya Hukum” mengatakan bahwatBt&n pidana
adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dpkbiuatan pidana”.
Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung mengguoniakiah

“Perbuatan Pidana” dalam mengartik8iraff baar Feit karena istilah
perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengaradakam perbuatan
fisik perbuatan pidana, karena tidak semua perhufidi itu perbuatan
pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatbuptan fisik dapat
menimbulkan beberapa perbuatan pidana. Tindak aidkpat dibeda-
bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahataisdrijver) dimuat
dalam buku Il dan pelanggarasvértredingehdimuat dalam buku IIl.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tingd&na formil
(formeel delictepdan tindak pidana materiin@aterieel delicten

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan aimdek tpidana sengaja
(doleus delicten dan tindak pidana dengan tidak disengajalpose
delicten.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakaraaintdak pidana
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana kemi (delicta
commissionisdan tindak pidana pasif/negatif, disebut jugaai pidana

omisi (delicta omissionis

8 Wirjono Prodjo DikoroAsas Hukum Pidana Di Indonesi@andung: Rafika Aditama,
2002), him. 14.

® Usman Simanjutakleknik Penuntutan dan Upaya Hukuf@akarta: Bina Cipta, 1994),
him. 95.



. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, nuizat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tinddlma terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antar&tpidana umum dan
tindak pidana khusus.

. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakatara tindak pidana
communia(yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindalana
propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memikkialitas pribadi
tertentu).

. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal npetasn maka
dibedakan antara tindak pidana biagawone delictendan tindak pidana
aduan Klacht delicte

Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkaaka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pole@n¢oudige delictgentindak
pidana yang diperberagéqualificeerde delictgrdan tindak pidana yang
diperingan gequalifeceerde delict¢rdan tindak pidana yang diperingan
(gepriviligieerde delicten

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, makdak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingakum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa téouh, terhadap harta
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana deghanama baik,

terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
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k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadisslzatingan, dibedakan
antara tindak pidana tunggatkelovoudige delictgndan tindak pidana
berangkai gamengestelde delicten

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lerkatena tidak
menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku Il séimuanya itu
bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalaku bll mengandung
sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-umpda@ontohnya
sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringsal P89 KUHP,
Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk ggdaan pada
dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patygiddina sebelum
dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada d&sjahmisalnya
Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dampunyai sifat
terlarang setelah dimuat dalam undang-undéng.

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan darggatan, yang
pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringanpdda kejahatan, hal ini
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggatak ada yang
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pklamagan dan denda,
sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancanaama penjara.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan
pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai ekaessi

berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara Yaiitu:

10 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana | Bagian (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), him. 120.
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. Dalam hal percobaan, yang dapat di pidana hanyaahadap
percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak p@etaobaan
pelanggaran.

. Mengenai pembantuan, yang dapat di pidana hanyadémhbantuan
dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggara

. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga ndglayang melakukan
kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum &hgy menurut
hukum pidana Negara asing tersebut adalah berugaugian yang
diancam pidana.

. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atauogagmengurus
atau para komisaris hanya di pidana apabila petaggitu terjadi
adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, peigurus, anggota
pengurus atau komisaris itu tidak di pidana. Hatigdek berlaku pada
kejahatan.

. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi petaumn pidana
terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku padsa kejahatan saja,
dan tidak pada jenis pelanggaran.

. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untekuntut
pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaratif fetah pendek
daripada kejahatan.

. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutamaikiarena telah

dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesogidfancamkan
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serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika pé&man telah dimulai,
hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.

h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barangntertdalam
pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan ddédam undang-
undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapatgas.

i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam halktipdiana yang
dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku paldaggaran.

j. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haraklahdari
kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.

k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonésiaya
diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diludayah hukum
Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukanggaran jabatan.

|. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuldang dibedakan
antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahgtang
menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengdmarpngan
perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran paknggaran
dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumuliasi.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang minskan
sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwalaringan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertePémumusan tindak
pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memiexrh timbulnya
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai symayelesaian tindak

pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannysalriya pada
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pencurian untuk selesainya pencurian digantungkada pselesainya
perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiii, larangan
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, kai&n siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang digeggungjawabkan
dan di pidana. Tentang bagaimana wujud perbuatag y@enimbulkan
akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya padampunuhan inti
larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, bd&kan pada
wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesaindak
pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bysasa selesainya
wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana matetidak
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan ydakukian, tetapi
sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya tatédarang tersebut.
misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan ardal hal
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi gilari perbuatan itu
belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawaban, yang

terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

. Pemalsuan

Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengajaunsemtu
karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijiang bersangkutan

(illegal) / melanggar hak cipta orang lain.
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Adapun macam-macam dari pemalsuan itu adalah:

a. Sumpah dan keterangan palsu

b. Pemalsuan mata uang, uang kertas Negara & uarasKehk

c. Pemalsuan meterai dan cap (merek)

d. Pemalsuan surat

e. Laporan palsu dan pengaduan palsu.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskansalah tentang
pemalsuan surat. KUHP berturut-turut memuat enmif@t $emua tentang
kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslalwabgpemalsuan
dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengekapentingan
masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercagyaayarakat kepada
isi surat-surat.

Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:

a. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu haktsegserjanjian
utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti datiate kejadian.

b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah daulainya palsu) atau
memalsukan surat (artinya surat itu tadinya betetgpi kemudian
palsu).

c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.

d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

Seperti isi dari Pasal 263, yaitu: barang siapa bileimsurat palsu
atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan teefiak, sesuatu

perutangan atau yang dapat membebaskan daripaupattu yang dapat
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menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksiigk unemakai atau
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olahtstu asli dan tidak
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat memdgan kerugian,
maka karena memalsukan surat, di pidana dengaarpesglama-lamanya
enam tahun’

Surat menurut Pasal 263 adalah segala surat yamgs diengan
tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin tik lda-lain. Pengertian
dan lain-lain ini memungkinkan surat otentik yanijpuat atau ditulis
melalui proses komputer, sehingga data atau kejaragang ada dalam
media disket atau sejenisnya dapat digunakan.

Seperti hadist riwayat Muslim:

) g o) 0Ly o) ) sage Baal) 0B Bually (Sls
Lo Il ke oS o Gl 6 iy Giasy )1 I Loy
S el Oy el () s LIS 0B LISy (ST
B e S oIS (s ey QIS ) 1 Ly W)

12 \is”

Dan juga Pasal 264 yang bersalah melakukan penmalsuiat,
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 8n tapabila

perbuatan itu dilakukan:

K UHP Bab XII, Pemalsuan Surat, him 90.

2 Muslim bin Al-Haj Ibn Muslim Al-Qusyiriy Al-Naisabriy Al-Muslim, Shahih Al
Muslim, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), him. 230.
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a. Pada akta-akta otentik

b. Surat-surat utang atau sertifikat utang yang diddan suatu Negara
Atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.

c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atamgut@ari suatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai

d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah sarat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yakeluirkan sebagai
pengganti surat-surat itu

e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkémkuiedarkart?

3. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimakslem UUJN
(Undang-Undang Jabatan Notaris).Artinya notaris rhkntugas sebagai
pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membutd atentik serta
kewenangan lainnya yang diatur dalam UU3N.

Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya prafiesaris
yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Petabuakta otentik ada
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangdamd rangka
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sel&ta otentik yang
dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan sajankadeharuskan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga karéweheldaki oleh pihak

Bpid.

“Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan IndonesigYogyakarta: Ull Press,
2010). him 13
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yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kbamjpara pihak
demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukuagi pihak yang
berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secastukelsan.

Kewenangan notaris, menurut pasal 15 UUJN adalambuat
akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian danet&pan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan daryahg dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalama atdntik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan aldmb@rikangrosse
salinan dan kutipan akta., semua itu sepanjang patab akta-akta itu
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadabagjiin atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karemdaris oleh
undang-undang diberi wewenang untuk menciptakah @dabuktian
yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disktdam akta otentik
itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangatipg untuk mereka
yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuaturkeye baik untuk
kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan susaha. Untuk
kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membta&ementmengakui
anak yang dilahirkan diluar pernikahan, menerimahj mengadakan
pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkak kepentingan
suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mieadirsuatu PT
(Perseroan Terbatas), Firma, O¥ofnanditer Vennotschagan lain-lain

serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam didasaha dan
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perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian itkrddn lain
sebagainya.
4. Perjanjian

Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris dengantrad,
dalam bahasa Belanda dengegrbintenisatau perikatan juga dengan
overeenkomsttau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit kareiajukan
kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan denkata perjanjiar®
Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan pg¢gankerja sama yang
dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antataghtak dengan yang
lainnya.

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bagian hdéaum
perikatan yang terdapat pada buku Il KUHPerdatal iHi sesuai pula
dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata: Tiap-tiap p&aik dilahirkan baik
karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian meropsah satu
sumber dari perikatan di samping undang-undangikd&an adalah
hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lehily terletak di dalam
lapangan harta kekayaan di mana pihak yang sahabeatas prestasi dan
pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tuSedangkan pengertian

perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdatdu:ysSuatu

Supraba SekarwafPerancangan KontrakBandung: Iblam, 2001), him. 23.

Mariam Darus BadrulzamanKUHPerdata Buku Il Hukum Perikatan Dengan
Penjelasan(Bandung: Alumni, 1996), him. 1.
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persetujuan adalah suatu perbuatan dengan manarsaig atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain athinf'’

KUHPerdata yang menentukan bahwa segala perjanjarg
dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undagig niereka yang
membuatnya. Berlakunya sebuah perjanjian mengikpada para pihak
sesaat setelah tercapainya kata sepakat. Asasikiemall dengan asas
konsensuat® Oleh karenanya perjanjian tersebut telah mendikpada
semua pihak, maka perubahan ataupun penambahara hanggkin
apabila disepakati oleh masing-masing pihak.

Seperti halnya dalam hukum perdata, hukum Islama jug
memberikan ketentuan terhadap keabsahan suatunjmarjaTinjauan
terhadap ijab kabulsigar akad serta ketentuan subyek dan obyek akad
merupakan kajian dalam hukum Islam menentukan degh&keabsahan
suatu perjanjian. Akad adalah ikatan antara dukaper baik ikatan secara
nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu eegipun dari dua
segil® Yang perlu diketengahkan di sini adalah mengereiekasan
dalam membuat sebuah perjanjian. Syariat Islam regk#n kebebasan
kepada setiap orang yang melakukan akad sesuaamnlgagg diinginkan,

tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalahrapgama.

YKitab Undang-Undang Hukum Perda®urgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pgad Paramita, 1996), him.338 31R. Subekti,
Pokok-pokok Hukum Perdat@lakarta: Intermasa, 2003), him. 128

%, G. Ray Widjaya,Merancang Suatu Kontrak Teori dan PraktdBekasi: Kesaint
Blanc, 2004), him. 35.

Rachmat Syafe'iFigh Muamalat (Bandung: Pustaka Setia, 2004). him 43
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5. Akta Otentik

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yamgpaesurat
sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segalaa&syang membuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikah Imikiran
seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktiar. stiragai alat bukti
tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang mekapayang merupakan
akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkand#bagi lebih lanjut
menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Menlakta otentik
inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang noféris.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yaibgrdtanda tangan,
yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatualtek perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembukiiaai untuk dapat
digolongkan dalam pengertian akta maka surat hatitandatangani.
Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat utiseéu berasal dari pasal
1869 KUHPerdata. Keharusan membuat tandatangark umgembedakan
antara surat satu dan lainnya.

Berdasarkan pasal 1868 dapat disimpulkan unsur aldda otentik
yakni:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikaerléden dalam bentuk
menurut hukum.

2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapaivgejenum.

2. G. Ray Widjaya,Merancang Suatu Kontrak Teori dan PraktdBekasi: Kesaint
Blanc, 2004), him. 17.
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3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadaparm@ej@ang berwenang
untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibudt, gkta itu harus di
tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebalat bukti
umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya ak@risiadibedakan
menjadi tiga macam kekuatan pembuktiannya, yakni:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

2. Kekuatan pembuktian formal

3. Kekuatan pembuktian material

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah mengaunaietode
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridisgyamempergunakan
sumber data sekunder, digunakan untuk menganadidzadei peraturan
perundang-undangan di bidang hukum perjanjianinarhgan notaris, al-
Qur’'an hadist, buku-buku dan artikel-artikel yangmpunyai korelasi dan
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk analisa normatif yaitu pitia® yang akan

mengkaji penyelesaian suatu kasus dan akan diandhs perspektif

Ypid.,him. 19
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hukum Islam. Dalam hal ini teori-teori hukum Islayang berkaitan
dengan kasus di lapangan.
3. Data-data Penelitian
Data-data penelitian dikelompokkan dalam:
a. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data diklarifikasikan ke dalam:
1) Data primer:
Merupakan sumber data penelitian yang diperolelaraec
langsung.
2) Data sekunder:
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik
berupa literatur, surat perjanjian dan sumber-suraenya.
b. Teknis perolehan data
Adapun data-data lain yang terkait dengan tindalanm
pemalsuan akta otentik didapatkan melalui mediaud@n yang
terdapat di perpustakaan atau tempat lain yang nkemg.
4. Teknik Pengelolaan Data
a. Mengumpulkan dan mengamati data tersebut dari asglekgkapan,
validitas serta relevansinya dengan obyek yangidika
b. Menganalisa data-data yang didapat dengan mengaurtakri yang
bersumber dari al-Quran dan Hadist maupun hasihgamatan

sehingga memperoleh kesimpulan yang relevan.
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5. Analisa Data
Setelah data terkumpul, data dianalisa sampai padanpulan
akhir dengan menggunakan metode:
a. Induktif
Menganalisa data-data tentang pemalsuan akta loteteh
Notaris dengan dalil-dalil yang ada relevansinyangd@ hukum
pemalsuan, baik yang bersumber dari al-Qur'an, $iagiendapat
fugaha, Fatwa Dewan Pengawas Syari’ah Nasionalpd&ar hukum
Islam untuk kemudian disimpulkan status hukumnya.
b. Deduktif
Mengadakan analisa dengan berangkat dari dalil-cgd
Quran, Hadist, pendapat fugaha, fatwa dari dewari'ah nasional
dan pakar hukum Islam terhadap pemalsuan aktailgtesghingga
dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.
6. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatamnatif,
yaitu pendekatan dengan cara meneliti korelasidigirantara norma-
norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkuarng objek

penelitian dengan kaidah figh yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk meméerdgambaran

secara umum mengenai isi penelitian agar jelastei@truktur dengan baik
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disaat menyusun penelitian ini, berikut sistematikai penulisan penelitian
ini:

Bab Pertama, pendahuluan yang memberikan petuejckra umum
untuk memudahkan dalam skripsi ini, terdiri datiatabelakang masalah,
pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan peaelititelaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematgmal@ahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang tindak pidana [sraa dalam
Islam yang meliputi, sejarah notaris, pengertian @@wenang notaris, akta-
akta notaris, tanggungjawab notaris selaku pejabaim pemerintah, fakta
dan contoh di lapangan terkait pemalsuan akta ikteptaktik pemalsuan
surat atau akta dalam hukum islam, asas-asas ptanbsarat atau akta
otentik dalam hukum islam.

Bab ketiga yang meliputi, pemalsuan akta, bentukibe dan jenis
pemalsuan akta otentik, motif dan tujuan memalsgda otentik, sanksi dan
hukum tidak pidana pemalsuan akta otentik.

Bab ke empat meliputi, analisis terhadap tindakpedpemalsuan akta
otentik dalam hukum positif, dan analisis terhagemalsuan akta otentik
dalam hukum islam.

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan danasaryang mana

kesimpulan ini nantinya merupakan jawaban dari gokasalah pada Bab I.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ditinjau dari aspek hukum positif, praktik pemalsuakta otentik
dibagi menjadi dua sub poimertama, pertanggung jawaban pidana yang
dilimpahkan kepada para pihak/penghadap apabila githg akan dibuat
mengandung unsur yang bertentangan dengan Undatgpgnhal ini sesuai
dengan ketentuan pidana dalam Pasal 266 ayat (HPKO. Pasal 55 ayat (1).
Kedua pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otetfilikpahkan
kepada notaris apabila notaris membuat surat atea @alsu, atau
memalsukan surat atau akta berdasarkan pasal 288mCketentuan Pasal
263 KUHP disebutkan bahwa ketentuan pidana bagikpetindak pidana
pemalsuan surat atau akta otentik adalah enam talemjara. Hal ini
membuktikan bahwa praktik pemalsuan surat yandkukian oleh Notaris,
selain melanggar kode etik kenotariatan, juga nedap tindak pidana yang
cukup serius dan harus dihentikan.

Sedangkan menurut hukum Islam, praktik penipuargaemodus
pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAWsdhabat. Pada saat itu
praktik penipuan berkedok pemalsuan tersebut I®aihyak terjadi dalam
aspek muamalah, karena jabatan kenotariatan pati@sdelum ada. Selain
itu penipuan tersebut diharamkan dan termasuk d#ategori dosa besar

karena merupakan suatu kebohongan yang dapat rkenugiiang lain.

95
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Namun, dalam hukum islam selain Tindak Pidana Psmal dapat
dikatakan sebagai dosa besar, pelaku dari tideknpidersebut dapat dijatuhi
hukuman sebagai mana yang telah nabi saw dan phabatnya lakukan
yakni memberikan sanksi seratus kali cambukan kémudimasukkan dalam
penjara, di cambuk lagi hingga seratus kali lalpedjarakan kembali dan
dilakukan sebanyak tiga kali, dan kemudian diasamgkHal demikian
dilakukan karena tindak pidana pemalsuan surat atda otentik dapat

merugikan pihak lain.

. Saran-Saran

Dari pembahasan tersebut, muncul beberapa sarag gapat
dijadikan kontribusi ilmiah terkait dengan persoal@emalsuan akta otentik
oleh Notaris, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengawasan terhadap kewenangan Notatisusnya dalam
pembuatan akta otentik perlu ditingkatkan, kareontaNs sebagai pejabat
negara mutlak memiliki tanggung jawab yang beséamanembuat akta
otentik.

2. Bagi para Notaris hendaknya lebih mengutamakan rkigan
masyarakat dalam menjalankan kewenangannya, pemelibat praktik
kenotariatan selama ini cenderung lebih mengutamagkavit individu
dari pada kepentingan bersama, seperti dalam nmaseldifikasi tanah

yang saat ini biayanya sangat mahal.
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3. Menurut hemat penulis, ancaman pidana bagi pelakdak pidana
pemalsuan akta otentik yang tertuang dalam Pasal KIBHP, yaitu
selama 6 tahun penjara, perlu dirubah dan ditamBanena praktik
pemalsuan ini sangat rentan terjadi, baik dilakugkath Notaris maupun

orang awam.
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BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Mudim
1. Sejarah Imam Muslim

Imam Muslim adalah ahli hadits (perowi = periwayatang
sangat masyhur di samping Imam Bukhori. Haditst#sadyang
diriwayatkannya ~ mempunyai derajat yang tinggi  segn
digolongkan dalam hadits shohih. la mempelajari itbadejak kecil
dan bepergian untuk mencarinya keberbagai kota rbeBanyak
sekali ulama hadits memujinya, Ahmad bin Salamakaiar” Abu
Zurah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim atas ordaigpn dalam
bidang mengetahui hadits shahih.”

Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim
bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi alMaisaburi.
Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H at&®17 M.
Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalanjarak Islam,
Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara’a an Nalaerah-
daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun dbeldistan, Asia
Tengah.

Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan
perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa Dirgananid.
Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perg@agankota

Naisabur juga dikenal saat itu sebagai salah satwa kilmu,



bermukimnya ulama besar dan pusat peradaban di skawaAsia
Tengah.

Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadits temgpl
luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan datajaman
hafalan, ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Da U tahun,
Muslim kecil sering datang berguru pada Imam Ad iak seorang
ahli hadits di kotanya. Setahun kemudian, Muslimlanunenghafal
hadits dan berani mengoreksi kekeliruan gurunyak&etsalah dalam
periwayatan hadits.

Seperti orang yang haus, kecintaanya dengan hadits
menuntun Muslim bertuangalang ke berbagai tempan degara.
Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi sMo untuk
mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadits.

Dalam berbagai sumber, Muslim tercatat pernah ke
Khurasan. Di kota ini Muslim bertemu dan bergurupdda Yahya
bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray ia berglepada
Muhammad bin Mahran dan Abu ‘Ansan. Pada rihlahnka
Makkah untuk menunaikan haji 220 H, Muslim bertendengan
Qa’nabi,- muhaddits kota ini- untuk belajar hagigslanya.

Selain itu Muslim juga menyempatkan diri ke Hijadi kota
Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan AbusMAbuzar. Di
Irak Muslim belajar hadits kepada Ahmad bin Hanldan Abdullah

bin Maslamah. Kemudian di Mesir, Muslim berguru &éa ‘Amr



bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Termasuk ke Sydfuslim
banyak belajar pada ulama hadits kota itu.

Tidak seperti kota-kota lainnya, bagi Muslim, Baagtid
memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muhdids ini berkali-
kali berkunjung untuk belajar kepada ulama ahli itsad Terakhir
Imam Muslim berkunjung pada 259 H. Saat itu, ImanukHgari
berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim kesempatam
digunakannya untuk berdiskusi sekaligus berguru apatinam
Bukhari.

Berkat kegigihan dan kecintaannya pada hadits, Imam
Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telahrivmagatkan
puluhan ribu hadits. Muhammad Ajaj Al Khatib, guhesar hadits
pada Universitas Damaskus, Syria, menyebutkan, thadyang
tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih ks
berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan.

Bila dihitung dengan pengulangan, lanjutnya, bel@m
sekitar 10.000 hadits. Sedang menurut Imam Al Khulama besar
asal Mesir, hadits yang terdapat dalam karya Muslm@rjumlah
4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengamgulaagan.
Jumlah hadits yang ditulis dalam Shahih Muslim makan hasil
saringan sekitar 300.000 hadits. Untuk menyelakekai kitab

Sahihnya, Muslim membutuhkan tidak kurang darigtfun.



Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadits yang
diriwayatkkanya selalu mengedepankan ilmu jarh daidil. Metode
ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatdits. Selain itu,
Imam Muslim juga menggunakan metode sighat at tatam
(metode-metode penerimaan riwayat). Dalam kitabnydijumpai
istlah  haddasani  (menyampaikan kepada saya), badda
(menyampaikan kepada kami), akhbarani (mengabarkeepada
saya), akhabarana (mengabarkan kepada kami), maupataa (ia
berkata). Dengan metode ini menjadikan Imam Muslsebagai
orang kedua terbaik dalam masalah hadits dan sdiekuknya
setelah Imam Bukhari.

Selain itu, Imam Muslim dikenal sebagai tokoh yasgngat
ramah. Keramahan vyang dimilikinya tidak jauh bedaenghn
gurunya, Imam Bukhari. Dengan reputasi ini Imam Nhus oleh
Adz-Dzahabi disebutan sebagai Muhsin min Naisabarang baik
dari Naisabur).

Maslamah bin Qasim menegaskan, “Muslim adalah &s$jgq
agung derajatnya dan merupakan salah seorang per{iokam).”
Senada dengan Maslamah bin Qasim, Imam An-Nawawga ju
memberi sanjungan: “Para ulama sepakat atas kelnesa,
keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan dan depennya

dalam dunia hadits.”



Seperti halnya Imam Bukhari dengan Al-Jami’ ashkiha
yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, Imam Muslingajumemiliki
kitab munumental, kitab Shahih Muslim. Dibanding takikitab
hadits shahih karya Imam Muslim lainnya, Shahih Mus yang
memuat 3.033 hadits memiliki karakteristik terseindi Imam
Muslim banyak memberikan perhatian pada penjabdradits secara
resmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan jyddl#l pada
setiap akhir dari sebuah pokok bahasan.

Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untAkbu
Zurah, salah seorang kritikus hadits terbesar, gyambiasanya
memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya shadiantas,
Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut aeng
membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslichk t
pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya asenicAn
kriteria pribadi semata, dan hanya meriwayatkan ithadyang
diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadits-badituslim terasa
sangat populis.

Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana vyéily le
unggul antara Shahih Muslim dengan Shahih Bukhalumhur
Muhadditsun ~ berpendapat, @ Shahihul ~ Bukhari  lebih guhg
sedangkan sejumlah ulama Marokko dan vyang lain hlebi

mengunggulkan Shahih Muslim. Perbedaan ini terjdia dilihat
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dari sisi pada sistematika penulisannya serta pedibgan antara
tema dan isinya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Barkh
atas Shahih Muslim, antara lain, karena Al-Bukhanensyaratkan
kepastian bertemunya dua perawi yang secara staliktgebagai
guru dan murid dalam hadits Mu'an’an agar dapat astigan
sanadnya bersambung. Sementara Imam Muslim meng@anggkup
dengan “kemungkinan” bertemunya kedua rawi dengdaktadanya
tadlis.

Al-Bukhari mentakhrij hadits yang diterima para g&r
tsiggat derajat utama dari segi hafalan dan ketagwa. Walaupun
juga mengeluarkan hadits dari rawi derajat berjatrdengan sangat
selektif. Sementara Muslim, lebih banyak pada ralerajat kedua
dibanding Bukhari. Selain itu, kritik yang ditujukakepada perawi
jalur Muslim lebih banyak dibanding al-Bukhari.

Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulahihSh
Muslim beralasan, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajduslim lebih
berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan reda#sijuslim juga
tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul beperi yang
dilakukan Bukhari lakukan. Imam Muslim wafat padaha#l sore,
pada tanggal 24 Rajab 261 H dengan mewariskan kdjukaryanya

yang sangat berharga bagi kaum Muslim dan duraanls|
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2. Akhir Hayat Imam Muslim
Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkahliiviugafat
pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nbad daerah
Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam bSitahun. Selama
hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sabhganhanfaat.
3. Para Guru Imam Muslim
Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyakalgek
diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Baka Syaibah,
Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bimrddb, 'Amar an-Nagqid,
Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, HarunShaiird al-Aili,
Qutaibah bin sa'’id dan lain sebagainya.
4. Kitab Tulisan Imam Muslim
Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yaoglphnya
cukup banyak. Di antaranya:
* Al-Jamius Syahih
» Al-Musnadul Kabir Alar Rijal
* Kitab al-Asma’ wal Kuna
» Kitab al-llal
* Kitab al-Agran
» Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal
» Kitab al-Intifa’ bi Uhubis Siba’
» Kitab al-Muhadramain

 Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin
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* Kitab Auladus Sahabah
* Kitab Auhamul Muhadisin.
Sedangkan Kitabnya yang paling terkenal sampai idl@h Al-

Jamius Shahih atau Shahih Muslim.

B. Abu Hurairah
1. Tempat dan Tanggal Lahirnya

Beliau dilahirkan 21 tahun sebelum hijrah tepatpgda tahun 598
Masehi di daerah Yaman, beliau dilahirkan dari ledbbani Daus, beliau
masuk Islam pada awal tahun ke-7 hijriyah tepatkgtika Rasulullah
berada di Khoibar, yang disaksikan oleh Rasululledmudian beliau
senantiasa bermulazamah kepada Rasulullah untudapatkan ilmu dari
beliau, beliau adalah shahabat yang paling banyakghmafalkan hadis
dari pada shahabat yang lainnya, hal ini merupadamokah dari do’'a
Rasulullah kepada beliau, Rasulullah mengakui akamangat yang
dimiliki oleh Abu Hurairah Rasulullah dalam mendcému.

Beliau adalah salah seorang yang menerima pant@eaolusi
Islam, dengan segala perubahan yang ia buat. BeErgaupahan menjadi
induk orang yang mengupah atau majikan, dari sgoyang terlunta-lunta
ditengah-tengah lautan manusia, menjadi imam damaik Dan dari
seorang yang sujud kepada batu-batu yang disusenjath orang yang
beriman kepada Allah. Beliau berkata, “Aku dibesarldalam keadaan

yatim, dan pergi hijrah dalam keadaan miskin, alemenima upah sebagai
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pembantu pada Basrah binti Ghazwan demi untuk raemji perutku.
Aku lah yang melayani keluarga itu bila sedangnriggrpergian, sekarang
inilah aku, Allah telah menikahkanku dengan putsBrah, maka segala
puji bagi Bagi Allah yang telah menjadikan agamdiang penegak, dan
menjadikan Abu Hurairah ikutan umat.”

Abu Hurairah adalah seorang alim, ahli ibadah, s&dawuf, dan
yang selalu mengikuti perang di medan pertemputami mengagungkan
kalimat Allah. Dia mengikuti perang Tabuk pada makbi SAW, dan
setelah wafat Nabi, dia pun ikut berperang melaamamg-orang murtad
bersama Abu Bakar As-Shiddig.

. Wafatnya Abu Hurairah

Beliau wafat di Madinah An-Nabawiyah, ada yang natakan
bahwa beliau wafat di Al-‘Agiia. Dan dimakamkanB#qi'.

Dia kemudian dibawa ke kota Madinah di mana analan
‘Utsman bin Affan’ (Khalifah ketiga) mengusung kedanya ke magam
al-Baqi, sebagai balasan terhadap penghormatarepad& Ayah mereka.
Salat jenazahnya dipimpin oleh al-Walid bin Utbaim Bbi Sufyan,
gubernur Madinah, kerana Marwan dipecat. Al-Waliénmmpin salat
jenazahnya setelah salat ‘Asr berjamaah. Padapsmaakaman beliau,
ibnu Umar termasuk diantara yang mengantarkanrgma,betliau hingga
menangis karena seringnya belau mendo’akan rahrepada Abu
Hurairah. Dan beliau berkata, "Abu Hurairah bagifkamuslimin adalah

seorang yang menjaga hadis Rasulullah.”

X



Beliau wafat karena jatuh sakit pada tahun 57 at@ourut sumber
lain 58 dan ada juga yang lain menyebutkan 59 Hij&/8 M). Beliau
wafat pada usianya yang ke-78. Al-waqidi menyehutkmhwa abu
Hurairah mensholati jenazah Aisyah tahun 58 hij#bulan ramadlan,
dan juga mensholati Ummu Salamah pada bulan syaivah 59 hijriyah.
Dan pendapat terakhir ini yang dibenarkan oleh IrdamNawawi.

Al-Walid kemudian menulis surat kepada saudara Ayah
Mu'awiyah, seorang khalifah memberitahunya tentdmgnatian Abu
Hurairah dan dia membalas: “ Carilah orang-oranggymasih ada dan
bayarkanlah mereka 10 000 dinar. Jagalah kaum &emgp dan berbuat
baiklah dengan mereka, kerana dia merupakan saahargy yang
membantu ‘Utsman dan bersama-sama dengannya dafaammya.”

Di antara kaum kerabatnya yang masih ada yang katahui
ialah anaknya, Muharrir bin Abu Hurairah dan anakemppuannya yang
dia selalu sebutkan: “Bapakku tidak membenarkankemakai emas
kerana takut akan api neraka.” Diketahui juga bahaliuharrir
mempunyai seorang anak bernama Naim. Dialah yangceniéakan
tentang Ayahnya bahwa dia memiliki tali dengan 1608h manik.

. Keunggulan Dipanggil Abu Hurairah

Abu Hurairah sering juga disebut Abdurrahman birakdin Al-
Azdi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu, abladeorang Sahabat
Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadig yealing banyak

disebutkan dalam isnad-nya oleh kaum Islam Subnu Hisyam berkata
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bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah binirAdan ada pula
yang mengatakan nama aslinya ialah Abdur RahmaSHukhr.

Abu Hurairah (inilah yang masyhur) atau Abu Hir, rd@a
memiliki seekor kucing kecil yang selalu diajaknygarmain-main pada
siang hari atau saat menggembalakan kambing-kambitig keluarga
dan kerabatnya, dan beliau simpan di atas pohoa paam harinya.
Tersebut dalam Shahihul Bukhari, bahwa Nabi Shalal ‘alaihi wa
sallam pernah memanggilnya, “Wahai, Abu Hir”".

. Banyak Hadis Yang Diriwayatkan

Beliau adalah salah seorang sahabat yang palingyakan
meriwayatkan hadis dari Rasulullah, beliau meriaatlhadis sebanyak
5374 hadis. Dan lebih dari 800 orang yang meriwatkadis darinya.

Sewaktu datang masa pemalsu-pemalsu hadis yangrierggaja
membikin hadis bohong dan palsu, seolah-olah bledssa Rasulullah.
Mereka memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahalgn
ketenarannya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi; Samgga sering
mereka mengeluarkan sebuah hadis dengan mengguriakarkata
"bekata Abu Hurairah....”

Abu Hurairah berhasil lolos dari jaringan kepalsuaan
penambahan-penambahan yang sengaja hendak diggandoleh kaum
perusak kedalam islam, dengan mengkambing hitarAkarHurairah dan

membebankan dosa dan kejahatan mereka kepadanya.
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5. Nilai Hadis Yang Diriwayatkan

Kriteria hadis shahih antara lain hafal rawinyasker adil, dhabit
(kuat ingatannya), sanadnya tidak putus (bersambantbung), hadis itu
tidak ber’illat (cacat), tidak janggal (tidak baertangan dengan hadis lain
yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih rajin)l@a hal ini hadis-hadis
yang diriwayatkan Abu Hurairah memenuhi syarat-alydr atas. Apalagi
kekuatan ingatannya yang sangat kuat. Selain éliglbomeriwatkan hadis
sebanyak 5374 hadis. Dan lebih dari 800 orang yaagwatkan hadis
darinya. Hal ini menguatkan hadis-hadis yang diyatkanya masuk

kedalam kategori hadis shahih.

C. Imam An Nawawi

Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar ime&pafii. la
lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada t&BurH dan wafat pada
tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudinjadi nisbat nama
beliau, an-Nawawi ad-Dimasyqi. la adalah seorangikie muslim di bidang
figih dan hadits.

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 Htidggal di
distrik Rawahibiyah. Di tempat ini beliau belajandsanggup menghafal kitab
at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulsamudian beliau
menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bularg yt@nsisa dari tahun

tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad
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Semasa hidupnya beliau selalu menyibukkan diri dengenuntut
ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, &jipuasa, dzikir, sabar atas
terpaan badai kehidupan. Pakaian beliau adalahkesar, sementara serban
beliau berwarna hitam dan berukuran kecil.

1. Guru-guru imam an nawawi
Sang Imam belajar pada guru-guru yang amat terkeepeérti
Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abd Daim,
Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Zainuddiro& Baqga, Khalid
bin Yusuf Al-Maqgdisi An-Nabalusi dan Jamaluddin I#sh-Shairafi,
Taqgiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Um&ia belajar figih
hadits (pemahaman hadits) pada asy-Syaikh al-Muhaétpu Ishaq
Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian lagar figh pada Al-
Kamal Ishaqg bin Ahmad bin usman Al-Maghribi Al-Masjd Syamsuddin
Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin Al-Arbili sertargtguru lainnya.
2. Murid-murid Imam An nawawi
Tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar karinNawawi.
Di antara mereka adalah al-Khatib Shadruddin Swainal-Ja’fari,
Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’'wan, Aldun al-Athar dan
yang meriwayatkan hadits darinya Ibnu Abil Fath;Mdzi dan lainnya.
3. Karya-karya imam an nawawi
» Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzalk-feals jic seadll), panduan hukum
Islam yang lengkap.

* Minhaj ath-Thalibin {8lilldey (i ditialbace gnllallaleia),
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Tahdzib al-Asmasfesyluie).

Tagrib al-Taisir (2l ddiiedsd yal .l su &), pengantar studi hadits.
Al-Arba'in an-Nawawiyah4 s sius ,¥1), kumpulan 40 -tepatnya 42-
hadits penting.[1]

Syarh Shahih Muslimpbwesisias 15) penjelasan kitab Shahih Muslim
bin al-Hajjaj.[2]

Ma Tamas llaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari

(¢l lallalaglluails),

Riyadhus Shalihin3(«(ualballsl 5] kumpulan hadits mengenai etika,
sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak diganak dunia Islam.
Tabhrir al-Tanbih €l x ,a3),

Al-Adzkar (O ¥ sediSiedsaiall JS3Y1), kumpulan doa Rasulullah.[4]
At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qurag/(&/ilesaliiyll),

Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustaftifiwel sl 55 siallla),
At-Tarkhis bi al-Qiyam by alied; jall shiadlly silaLallua ),

Matn al-ldhah fi al-Manasik ¢f-tiduéalaylic) membahas tentang

haji.
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LAMPIRAN I11

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a.

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negekanh berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuiditnésia Tahun
1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindan¢pukum, yang
berintikan kebenaran dan keadilan

Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, gemlindungan hukum
dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otkntinengenai keadaan,
peristiva, atau perbuatan hukum yang diselenggarakelalui jabatan
tertentu;

Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yangjataemkan profesi dalam
pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatwindungan dan
jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunannmma&ningkat sebagai
salah satu kebutuhan hukum masyarakat;

BahwaReglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang
mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuaidaggan perkembangan
hukum dan kebutuhan masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sudalalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu menth& Undang-Undang
tentang Jabatan Notaris; Mengingat : Pasal 20,| Rasaan Pasal 24 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdb;
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Dengan Per setujuan Ber sama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS.
BAB VII
AKTA NOTARIS
Bagian Kedua,;
Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta
Pasal 54
Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan at@amberitahukan
isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau KutipantaAkkepada orang yang
berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, @tang yang memperoleh hak,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundandgangan.
Pasal 55

(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuatazafaada minuta akta
mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengelutan catatan tersebut
ditandatangani oleh Notaris.

(2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di perd&lotaris adalah Salinan
Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

(3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada aygta@) bagian kepala akta
memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akiamuat frasa
“diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menkabutama orang yang
memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan sartmal pengeluarannya.

(4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dajmatrikbn kepada orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarketapan pengadilan.

Pasal 56

(1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atafutipan Akta yang

dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan stavhpel.
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(2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayaa d$ pula dibubuhkan pada
salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.

(3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau digaga surat di bawah tangan
yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notavajib diberi teraan
cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57
Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notariawapengesahan surat

di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yangngden dalam Protokol

Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yangmbuatnya, Notaris

Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga

Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokati$ot

Pasal 58
Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bataalgan yang disahkan,
daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftardasurat lain yang
diwajibkan oleh Undang-Undang ini. Dalam daftaraakebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat serktéay@ng dibuat oleh atau di

hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupuginali, tanpa sela-sela

kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup aengaris-garis tinta,
dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanang#ngjifat akta, dan nama
semua orang yang bertindak baik untuk dirinya semdaupun sebagai kuasa
orang lain.

Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yaniguat dalam rangkap

2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatamnddhftar dengan satu nomor.

Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dpardf oleh Majelis Pengawas

Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhimd&tangani oleh Majelis

Pengawas Daerah.

Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkarahgan tentang
jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani Mafelis Pengawas Daerah.

Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkandddtar surat di bawah

tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud padglgy&otaris setiap hari
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mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atakukan, tanpa sela-sela

kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup alengaris-garis tinta,

dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifatt,sdeen nama semua orang
yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupubesgi kuasa orang lain.
Pasal 59

(1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta daftar surat di bawah
tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalaah38aayat (1), disusun
menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

(2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat éhuat nama semua
orang yang menghadap dengan menyebutkan di belaiggatiap nama, sifat,
dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalamrdalkta dan daftar surat di
bawah tangan.

Pasal 60

(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notammgganti atau Notaris
Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.

(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan suratadiah tangan yang
dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah dangang disahkan dan
daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

(1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanyenyampaikan secara tertulis
salinan yang telah disahkannya dari daftar akta didtar lain yang dibuat
pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas)dada bulan berikutnya
kepada Majelis Pengawas Daerabh.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris kidaembuat akta, Notaris,
secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikdntdnsebut secara
tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam wsdtagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 62
Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam halaNsit meninggal
dunia; telah berakhir masa jabatannya; minta seritiak mampu secara rohani

dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabetzagai Notaris secara terus
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menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; diangkat menjpdjabat negara; pindah

wilayah jabatan; diberhentikan sementara; atau rddmgikan dengan tidak

hormat.
Pasal 63

(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud daéesal 62 dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan beciéasapenyerahan Protokol
Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkam yhng menerima
Protokol Notaris.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalasalF&2 huruf a, penyerahan
Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notakispada Notaris lain yang
ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalasalF&2 huruf g, penyerahan
Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Msetdain yang ditunjuk
oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentianestara lebih dari 3
(tiga) bulan.

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalasalPé2 huruf b, huruf c,
huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan ProtoMokaris dilakukan oleh
Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Mentatas usul Majelis
Pengawas Daerah.

(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang padakwapenyerahannya berumur
25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkarh ddptaris penerima
Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64

(1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat faeh pejabat negara
diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Msjlekngawas Daerah.

(2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimanzalbsud pada ayat (1)
berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Atda, kutipan Akta.

Pasal 65
Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti KBusdan Pejabat

Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiapyakig dibuatnya meskipun

Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkapada pihak penyimpan

Protokol Notaris.
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KUHP
Pasal 263

(1) Barang siapa membikin surat palsu atau memalsukaat, syang dapat
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atgudggat membebaskan
dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti ngntuatu hal, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain manskat itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak palsu, jikalau penakasurat itu menimbulkan
kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidangaahe pidana penjara
selama-lamanya enam tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juganbasiapa dengan
sengaja memakai surat palsu atau surat yang dikaasisseolah-olah surat itu
asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian suratdapat mendatangkan
kerugian.

Pasal 264

(1) Yang bermasalah karena memalsukan surat dipidamgadepidana penjara

selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatamakulan terhadap:

Ke-1 : Surat pembukti resmi (akta otentik)

Ke-2 : Surat utang atau surat tanda uang dari SNagara atau sebagainya
atau yang dari suatu lembaga umum.

Ke-3 : Sero atau surat utang atau surat tandaatarosurat tanda utang dari
suatu perhimpunan, yayasan, perseroan atau maskapai

Ke-4 : Talon atau surat untung sero (dividend) autat bunga uang, dari
salah stu surat yang dituangkan pada ke-2 dan &&@,tentang surat
pembukti yang dikeluarkan sebagai pengganti stuat i

(2) Dipidana dengan pidana itu juga barang siapa desgagaja memakai surat
palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalarh @gréama, seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan, juka hal meanakurat itu dapat
mendatangkan kerugian.

Pasal 265
(dihapus dengan staatblad 1926 No. 359 j8).42
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Pasal 266

(1) Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan kattalam surat pebukti
resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya hamgtdikan oleh akta itu,
dengan msksud untuk memkai atau menyuruh orangelamimakai akta itu,
seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan keberjia al memakai akta
itu dapat mendatangkan kerugian, dipidana dengdanpi penjara selama-
lamnya tujuh tahun.

(2) Dipidana dengan pidana itu juga barang siapa desgagaja memakai akta
itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaraa, hid memakai ajta itu

dapat mendatangkan kerugian.
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